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BUPATI SIKKA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI SIKKA 

NOMOR  16  TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG  PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SIKKA, 
 

Menimbang : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8A ayat (1) 

huruf a Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 

12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

sebagai Bencana Nasional, perlu dilakukan penyesuaian 

beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan 

Desa; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23  

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
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Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6321); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

  7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional; 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  611); 

  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 

2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

384; 
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  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1012), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

367); 

  11. Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Sikka Tahun 2020 Nomor 1); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 

2020 Nomor 1), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan satu angka yakni angka 39, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka. 

3. Bupati adalah Bupati Sikka. 
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4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat 

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Sikka. 

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sikka. 

6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Sikka. 

7. Desa adalah desa-desa dalam wilayah Kabupaten Sikka. 

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 

12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya 

disebut RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa 

untuk periode 6 (enam) tahun. 

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa 

adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

16. Penerimaan Desa adalah uang  yang masuk ke Rekening Kas Desa. 
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17. Pengeluaran Desa  adalah uang yang keluar dari Rekening Kas Desa. 

18. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh 

Desa. 

19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban 

Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali 

oleh Desa. 

20. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. 

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer 

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat 

22. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus. 

23. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten. 

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 

disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya 

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan desa. 

25. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan. 
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26. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai 

unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas koordinator 

PPKD. 

27. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang 

menjalankan tugas PPKD. 

28. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa 

yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas 

PPKD. 

29. Bendahara adalah kaur keuangan. 

30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang 

Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dan 

digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank 

yang ditetapkan. 

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 

adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 

selama satu periode anggaran. 

32. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 

adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 

disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 

dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 

APBDesa. 

33. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian 

setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan 

dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam perubahan APBDesa dan/atau 

perubahan penjabaran APBDesa. 

34. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 

DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana 

penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal 

dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 
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35. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disingkat RAK Desa 

adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar 

yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk 

mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah 

disahkan Kepala Desa. 

36. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan 

jasa. 

37. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan, dan tanah longsor. 

38. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas 

masyarakat di Desa dan teror yang dialami oleh masyarakat Desa. 

39. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.  

 

2. Ketentuan ayat (2) ditambahkan satu huruf yakni huruf f dan ayat (3), ayat 

(4) dan ayat (5) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 26 

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) 

huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, 

keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa dan keadaan mendesak 

yang berskala lokal Desa. 

(2) Belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan 

mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 

memuat kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Desa 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
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b. tidak diharapkan  terjadi berulang; 

c. berada diluar kendali pemerintah Desa; 

d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa 

dan/atau pemasalahan sosial;  

e. berskala lokal Desa dan sesuai dengan kewenangan Desa; dan 

f. bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah 

(3) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana 

alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. 

(4) Kegiatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya 

kerusakan akibat terjadinya bencana alam, bencana nonalam, 

bencana sosial dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan 

sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan 

terganggunya pelayanan dasar masyarakat Desa. 

(5) Kegiatan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar 

masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat bencana 

alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. 

 

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah dan ditambahkan satu ayat yakni ayat 

(3a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 27 

(1) Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk 

penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial 

merupakan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa, seperti 

pelaksanaan pertolongan darurat, pelaksanaan evakuasi korban 

bencana, penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan 

dapur umum, pelayanan kesehatan pertama, dan/atau pembangunan 

tempat penampungan sementara para pengungsi. 

(2) Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk keadaan 

darurat pada saat kejadian bencana alam dan bencana sosial 

merupakan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa, seperti 
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perbaikan sementara jaringan air bersih Desa, perbaikan sementara 

tanggul jaringan irigasi Desa, pembuatan tanggul sementara penahan 

ombak/abrasi, perbaikan sementara gedung Taman Kanak-

Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD), perbaikan sementara 

pasar Desa, perbaikan sementara pos kesehatan Desa, perbaikan 

sementara tempat peribadatan dan perbaikan sementara sarana 

prasarana penting lainnya di Desa. 

(3) Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk keadaan 

mendesak setelah terjadinya bencana alam dan bencana sosial 

merupakan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang 

ditujukan kepada masyarakat miskin, seperti pemenuhan kebutuhan 

pokok sehari-hari untuk paling lama selama 14 (empat belas) hari dan 

dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dalam masa kedaruratan, 

pemberian bantuan pakaian layak pakai sesuai dengan kemampuan 

keuangan Desa, dan/atau bantuan perbaikan rumah tempat tinggal 

sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. 

 (3a) Kegiatan yang dapat dibiayai oleh Pemerintah Desa untuk keadaan 

mendesak setelah terjadinya bencana nonalam merupakan kegiatan 

yang sesuai dengan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada 

masyarakat miskin.  

(4) Masyarakat miskin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), 

berdasarkan data kemiskinan yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

berwenang yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Desa. 

 

4. Ketentuan Pasal 28 ditambahkan dua ayat yakni ayat (1a) dan ayat (4) 

sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 28 

(1) Penentuan status bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak 

Desa ditetapkan oleh Camat setelah memenuhi kriteria bencana 

dan/atau keadaan yang ditetapkan. 

(1a) Penentuan status bencana nonalam ditetapkan oleh Pemerintah atau 

Pemerintah Daerah. 
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(2) Kriteria bencana dan/atau keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), terdiri dari : 

a. adanya korban jiwa; 

b. adanya kerugian harta benda; 

c. adanya kerusakan sarana dan pra sarana; 

d. cakupan luas wilayah Desa yang terkena dan/atau keadaan 

bencana; dan/atau 

e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. 

(3) Penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan setelah Camat memperoleh hasil musyawarah Desa dalam 

bentuk berita acara Desa dengan melampirkan daftar dari dampak 

bencana dan/atau keadaan yang terjadi. 

(4) Penentuan status bencana nonalam oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1a), ditetapkan dengan Keputusan Presiden, 

Keputusan Gubernur, atau Keputusan Bupati. 

 

5. Ketentuan ayat (5) Pasal 82 dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 82 

(1) Dana Desa dianggarkan secara nasional dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara setiap tahun. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas 

Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah. 

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada 

Bupati c.q kepala DPMD untuk dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi. 

(4) Kepala DPMD meneruskan berkas hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), kepada kepala BPKAD. 

(5) Dihapus 
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(6) Mekanisme pencairan Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara 

bertahap yaitu: 

a. tahap I 40% (empat puluh persen); 

b. tahap II 40% (empat puluh persen); dan 

c. tahap III 20% (dua puluh persen). 

(7) Pencairan Dana Desa tahap I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat 

(5) huruf a, dapat dilakukan setelah memenuhi beberapa persyaratan, 

sebagai berikut : 

a. Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengalokasian dan Rincian 

Dana Desa per Desa; 

b. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati; 

c. Perdes APBDesa; dan 

d. keputusan pengangkatan bendahara dan atasan langsung oleh 

Kepala Desa. 

(8) Pencairan Dana Desa tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf b, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, 

sebagai berikut: 

a. laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Anggaran 

sebelumnya; dan 

b. laporan Realisasi Penyerapan Tahap I (satu) paling sedikit 50% 

(lima puluh persen) dan Capaian Output Tahap I (satu) paling 

sedikit 35% (tiga puluh lima persen). 

(9) Pencairan Dana Desa tahap III (ketiga) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) huruf c, dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan, 

sebagai berikut: 

a. laporan Realisasi Penyerapan sampai dengan Tahap II (kedua) 

paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan Capaian Output 

sampai dengan Tahap II (kedua) paling sedikit 75% (tujuh puluh 

lima persen); dan 

b. laporan Konvergensi Pencegahan Stunting. 

(10) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di tetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
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Pasal II 

Peraturan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka. 

 

Ditetapkan di Maumere 

pada tanggal  12  Mei  2020 

 

BUPATI SIKKA, 

CAP,TTD. 

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO 

 

Diundangkan di Maumere 

pada tanggal  12  Mei 2020 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA, 

CAP,TTD. 

WILHELMUS SIRILUS 
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Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA, 

 

 

 

 

M A D E R L U N G 

 

 


